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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Peningkatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang diberikan 

kewenangan oleh pemerintahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil harus didasarkan atas hukum bukan suatu perintah dari kepala negara. 

Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh 

hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Bagus et al., 2022) 

Peningkatan kualitas pelayanan bagi suatu pemerintah sangat penting untuk 

memberikan pengembangan suatu instansi dan kesejahteraan masyarakat.  

Suatu pemerintahan wajib melakukan peningkatan pelayanan, karena saat ini 

permintaan masyarakat semakin kompleks. Perubahan terus terjadi seiring 

berjalannya waktu, pengembangan teknologi, serta perubahan kebutuhan dan 

harapan masyarakat yang besar, menjadi indikasi terhadap pelayanan yang ada 

saat ini jauh dari kata puas (Setiawan, 2021). Beberapa alasan terkait pelayanan 

publik yang harus terfokus pada peningkatan yaitu masyarakat yang berubah-

ubah, seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan yang ada dalam masyarakat 

turut berubah. Sistem yang digunakan dan efektif sekarang, bisa tidak relevan 

lagi di masa depan. Peningkatan harapan masyarakat, dengan akses informasi 

yang semakin luas dan mudah, masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi 

terhadap standar pelayanan yang mereka terima. Perkembangan teknologi 

memberikan kesempatan yang luas agar terus menciptakan efisiensi serta 

efektivitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan memiliki pengaruh dalam 
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transparasi dan memastikan bahwa layanan diberikan dengan cara yang adil dan 

tepat.  

Penting bagi setiap instansi pemerintahan yang terlibat untuk terus 

melakukan evaluasi pelayanan publik secara berkala, mendengarkan masukan 

dari masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak (termasuk sektor 

swasta dan komunitas) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Sebuah 

pelayanan publik harus tetap adaptif dan inovatif agar tetap relevan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yang diatur dalam peraturan walikota nomor 55 tahun 2016 tentang 

kedudukan Susunan Organisasi. Tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang 

menjalankan administrasi kependudukan salah satunya ialah menjalankan 

kebijakan tentang pembuatan akta kematian. 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang esensial adalah kepengurusan akta 

kematian. Pencatatan sipil bagi setiap orang yang terlahir di dunia ini pada 

hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang 

lainnya tanpa memandang adanya perbedaan status sosial ataupun kedudukan. 

Hak tersebut pada umumnya disebut sebagai hak asasi manusia.  Berdasarkan 

Pancasila seluruh rakyat Indonesia yaitu mempunyai hak dan kewajiban untuk 

dilindungi dan memiliki penetapan terhadap jumlah penduduk secara pasti. Hak 

dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara adalah melaporkan 

setiap peristiwa penting terkait pencatatan sipil. 
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Tujuan dalam pengurusan akta kematian bagi suatu daerah diantaranya dapat 

mengetahui  jumlah jiwa dan data yang akurat mengenai intergrasi data warga. 

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, berdasarkan dasar negara 

Indonesia yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, mempunyai kewajiban untuk melindungi serta memiliki 

pengakuan kepada warganya dengan suatu sistem kependudukan dengan status 

hukum yang melindunginya.  

Pencatatan sipil dalam cakupan akta kematian merupakan salah satu hal yang 

penting bagi suatu bangsa bahkan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Suatu pembangunan yang bertumpu pada faktor manusianya sebagai pendorong 

gerakan pembangunan dapat berdampak tidak tepat sasaran  bila tidak ditopang 

dengan data  kependudukan yang baik, bahkan dalam fenomena pemilihan umum 

(pemilu) yang sebentar lagi akan dilaksanakan akan memiliki suatu pengaruh 

yang sangat besar dalam menetapkan mata pilih jika ada masyarakat yang sudah 

meninggal namun masih aktif dalam data kependudukan yang dikarenakan belum 

memiliki akta kematian. 

Permasalahan yang terjadi dalam pengurusan akta kematian sebagai suatu 

indikator peningkatan keakuratan data, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap pengurusan akta kematian. Saat warga mengurus akta kematian saat 

musibah kematian terjadi memberikan data yang sah dalam suatu tatanan wilayah 

untuk keluarga yang ditinggalkan.(Van Gobel, 2017) 

Permasalahan selanjutnya yang terjadi saat pengurusan akta kematian adalah 

warga masih belum memahami alur pembuatan akta kematian. Seperti diketahui 
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dalam pengajuan permohonan akta kematian sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

palembang masyarakat wajib melengkapi beberapa dokumen secara lengkap 

seperti fotocopy surat keterangan kematian dari rumah sakit atau lurah, kartu 

keluarga yang bersangkutan dan KTP-el pelapor untuk memenuhi persyaratan itu 

semua cukup memakan waktu dan tenaga.  

Inovasi administrasi kependudukan yang tepat perlu dilakukan agar 

masyarakat lebih mudah melakukan kepengurusan catatan sipil dan memiliki 

data kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Untuk 

mencapai data kependudukan yang tepat, hendaknya setiap warga negara 

Indonesia selalu peka terhadap peristiwa – peristiwa penting terjadi pada 

kehidupan seperti cakupan kematian. Peristiwa tersebut sangat penting dilakukan 

pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia. 

Pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang prima ada pada UU 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Sesuai dengan ketentuan 

Pasal XXI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah 

daerah bisa melakukan inovasi internal untuk meningkatkan kinerja administrasi. 

Berdasarkan hal tersebut, suatu wewenang yang dimiliki daerah untuk melakukan 

inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan dari Inovasi ini adalah 

untuk mempercepat penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di 

wilayah masing-masing.   

Salah satu Inovasi dalam menyelesaikan masalah pelayanan  yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan 
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kepengurusan akta kematian yaitu PAKAM. PAKAM merupakan singkatan dari 

bahasa Palembang yang memiliki arti paket akta kematian  dimana penduduk 

yang mengurus di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 18 

kecamatan dan 107 kelurahan di seluruh wilayah Kota Palembang langsung 

mendapatkan pencetakan kartu keluarga, KTP-el dan akta kematian. 

Adapun SOP pelayanan akte kematian sebagai berikut: 

Gambar 1. Alur Pendaftaran PAKAM 

 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang 

Dalam Studi urbanisasi dan administrasi kependudukan di Kota Palembang, 

salah satu permasalahan krusial yang diidentifikasi adalah rendahnya kesadaran 

warga terhadap pentingnya kepengurusan akta kematian. Meskipun tampak 

sepele, akta kematian memainkan peran yang krusial sebagai instrumen verifikasi 

data kependudukan yang sah. Ketiadaan atau kelambatan dalam pengurusan akta 

kematian dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam basis data kependudukan, 
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yang nantinya berdampak pada proses pengambilan kebijakan, alokasi sumber 

daya, dan pelayanan publik yang berbasis data.  

Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki 

populasi yang signifikan. Oleh karena itu penting bagi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk terlibat dalam kepengurusan data 

kependudukan dengan baik. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Palembang 

ke dalam 18 Kecamatan yang tercantum di bawah ini:  

Tabel 1.Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat I berdasarkan Data 

Konsolidasi Bersih 2018-2022 

NO  KECAMATAN ILIR BARAT I 

1 DKB II 2018 136.462 

2  DKB II 2019                                                    138.488  

3  DKB II 2020                                                    142.912  

4 DKB II 2021 145.966 

5 DKB II 2022 150.381 

6 DKB II 2022                                                   150.939  

TOTAL  865.148 

 

Sumber:Data Konsolidasi Bersih 2018-2022 

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1, terlihat bahwa Kecamatan 

Ilir Barat 1 memiliki jumlah penduduk yang signifikan lebih tinggi bandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Temuan ini  menjadi fokus penulis yang melihat peluang 

untuk menganalisis jumlah kematian dalam populasi tersebut. Dilihat dari tabel 

tersebut juga  periode tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan terus-menerus 

dalam jumlah penduduk, dalam hal ini peneliti akan menganalisis apakah ada 

kecenderungan dalam kepengurusan jumlah akta kematian ditambah setelah adanya 

inovasi PAKAM.  
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Adapun cakupan layanan akta kematian di Kota palembang dalam kurun 

waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Pertumbuhan Akta Kematian 

Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022 

Ilir Barat I 221 149        374  700 1546 

Ilir Timur I 458 302        394  523 1194 

Ilir Timur II 160 115        369  492 1234 

Sukarami 171 184        366  623 1482 

Sako 222 150        335  513 1172 

Kemuning 468 256        319  432 1052 

Kalidoni 128 101        353  479 1191 

Bukit Kecil 56 63        166  233 626 

Gandus 219 217        262  265 702 

Kertapati 142 219        278  466 1001 

Plaju 345 314        317  438 1157 

Alang-Alang 

Lebar 
96 85        238  373 850 

Sematang 

Borang 
44 69        146  185 517 

Jakabaring 58 63        193  296 912 

Ilir Timur Tiga 107 156        254  358 934 

Jumlah 3126 2685 5090 7409 18416 

Pertumbuhan   -14,107 89,5717 45,559921 148,563 

Sumber : Laporan Kinerja Disdukcapil 

Jika kita melihat data dari tabel 2, dapat dikemukakan pada tahun 2019 

pengurusan akta kematian menggambarkan tantangan yang cukup serius dalam 

masyarakat. Dengan tingkat pertumbuhan yang bahkan menembus angka minus 

14%, artinya bahwa kesadaran masayarakat terhadap pentingnya mengurus akta 

kematian pada periode tersebut masih sangat rendah, dan perlu suatu usaha yang 
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mampu mendorong masyarakat agar lebih tertib administrasi kependudukan 

khususnya pada pelayanan akte kematian. 

Minimnya layanan pengurusan akta kematian sudah menjadi masalah bagi 

pemerintah kota dan pentingnya untuk mengatasi masalah ini. Dalam usaha 

untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah kota palembang menyadari 

pentingnya untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) telah membuat inovasi 

dengan menciptakan Paket Akta Kematian (PAKAM).  

Berdasarkan pedoman yang tertera pada peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik dengan Nomor 30 Tahun 

2014 mengenai pedoman inovasi Pelayanan Publik, Pemerintah Indonesia 

berkomitmen untuk melakukan perubahan signifikan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di seluruh negeri. Regulasi ini dirancang khusus 

sebagai sebuah langkah strategis guna mengakselerasi perubahan dalam sistem 

pelayanan agar lebih responsif, akuntabel, dan tentunya mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Inovasi PAKAM sendiri, sebagai 

bagian dari pedoman tersebut, memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi 

tersebut. Fungsinya adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan 

berbagai bentuk inovasi pelayanan publik yang tidak hanya efektif dalam 

penyampaian layanannya, namun juga efisien dari sisi operasional, sehingga 

dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Menanggapi rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan akta 

kematian serta belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 
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prasyarat kepengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat kepemilikan akta 

kematian, seperti yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengkaji penelitian 

“Inovasi Pelayanan Paket Akta Kematian (PAKAM) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang” 

1.2. Rumusan Masalah  

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana Inovasi Pelayanan Paket Akta Kematian (PAKAM) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam peningkatan capaian 

pengurusan akta kematian? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Agar mahasiswa mengetahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang dalam meningkatkan Inovasi Pelayanan Paket Akta Kematian 

(PAKAM) dalam kepengurusan akta kematian. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teori hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mengembangkan 

pengetahuan dan informasi karena mengetahui bagaimana inovasi pelayanan 

PAKAM dalam pengurusan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

2. Manfaat praktis bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan peneliti 

dalam menyelidiki penelitian ini. 
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